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A, Latar Belakang

Keputusan besar menyangkut SPSI akan dibuat. Ko-
non stotus lembapa peralihan kaum pekerja ini akan di-
ubah, dan sampail saat ini masih belum Jelas baraimana
bentuk teknis mperubahannya. Namun ini keputusan itu
tampaknya adalah bahwa SPST kelak akan dipecah- pecah
menjadi berbagal serikat buruh otonom berdasar sektor
bidans kerjanya. Dengan demikian SPSI akan berfungsi se
bapali orpganisagl induk, sementara masing-masing sektor
itu akan tetéo memiliki otonomi.
Melihat statusnya yang otonom ini tampaknya dilakukan
agar masing-masing serikat sektoral bisa lebih leluasa
dan mandiri dalam melaksanakan perannya. Jika benar de-
mikian, ini agaknya merupaksan antls” nasil terhadap ba-
nyaknya kritik yang menuding SPSI tidak bisa bersikan
mendlri dalam membela kaum burul . SPSI.dianggap terlalu
memihak pada pengusaha, atau kepada pemerintah, bahkan
sering muncul tudingan, SPSI hanya lembaga yang " Seke-

dar Ada" untuk menunjukkan bahwa salah satu hak kalang-



an buruh sudah dipenuhi. Inilah yang antara lain ikut
memicu berbamal kasus nemogokan yang belakangan  makin
meninpgkat.

Selain itu, dengan memecah berdasarkan sektor pekerjaan

tampaknya SPSI bentuk baru ini diharapkan bisa lebih
mengenal masalah yang dihadapl sesuai dengan lingkup
kerjanya. Lebih Jjauh, dengan pengenalan masslah yang

lebih balk tersebut konflik-konflik perburuhan diharap-

kan akan bisa diredam sedini mungkin,

Kronologi Terbentuknya FBST dan Perubahan ke SPSIT

Serikat Pekerja Indonesia bermula dsri kesepakat
an para pekerja menpeluarkan deklarasi persatuan ‘buruh
seluruh Indonenia pada 20 Pebruari 1973 yang  tujuan -
nya adalah ingin menyatukan kaum pekerja.

Orﬁanisﬂmi ini melepaskan orientasinya dari politik me-
nuju kepentingan pekerja, kemudian dilakukan penataw-
an organisasi«organisasi pekerja Qengan membentuk Fede-
rasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) yang terdiri atas
2l Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan (SBLP), setiap SRLP
memiliki otonomi sehingga dapat secara langsung berhubu
ngan dengan pemimpin serikat pekerja di unit-unit per-
usahaan tapl realisasinya tidak berjalan lancar dan ber
basal pendavat tentang latar belakang perubahan dari
federasl keunitarian vpada tahun 1985 diantaranya adalah

sebagal berikut

- FBSI sebarai federasi memﬁunyai kesan birokratis



misalnya dengan system,federasi dewan pimpinan
terdiri dari 21 sektor.' Kalau 2l sektor yang
ada di tiap propinsi mengadakan musyawarah ten
tunya diramalkan akan. berbelit-belit, walaupun
hal inl disanggah oleh anmgota FBSI gseperti
dikatakan bahwa hal ini bisa diatur lewat me-~
kanisme tertentu.

Denpgan maksud untuk mengoreksi kelemahan Yyang
ada di tubuh FBSI maka Menaker Sudomo juga mem
berikan vandangan bahwa sistem federasi lamban
dalam bergerak. Apa yang telah diputuskan di
tingkat pusat sangat sulit untuk dilaksana -
kan di tingkat daerah. Waktu itu Menaker meng-
hendakl sekali pencet knop semusa berjalan. Da-
ri plhak FBSI sendiri menanggapi bashwa Serikat
Buruh itu tidak bisa dikemandoi seperti kalau-
kita memimoin ABRI, dimana setiap orang ingin-
nya cepat yaitu tinggal pencet knop lalu beres
lain halnya dengan FBSI sebagal organisasi ma-
sa terdiri atas macam-macam orang dengan latar
belakanpg yang berbeda, terutama pendidikannya,
ini tidak dapat disamakan dengan ABRI, misal-
nya untuk perwlira standarnya adalah luluasn
AKABRI, sebaliknya massa organisasi buruh ka-
lan ingin dijadiken seperti struktur dan sys-
tem yang ada di ABRI ysitu pejet knop langsung

jalan, tentunya sangat sulit sekali dan bahkan



C.

tidak bisa. Oleh ksarena perbedaan latar belakang
yang bukan dari gerakan buruh di samping kurang-
nya penpalaman internasional, lalu mereka melihat
secara sederhana saja denpgan asumsi bghwa didalam

negeri apa saja blsa diatur.

Permasalahan Dalam SPSI

Perubahan SPSI ditempuh mengingat banysknya permasalah
nn ketenapaikterjaan pada setlap sektor memiliki karakter
yang berbeda dan ini sangat penting untuk mengantisipasi
era industrialisasi dan globalisasi, Dan dalam era globa
lisasi dan industri, masalah ketenagakerjaan dan perbu -
ruhan harus benar-benar dibenahi, sebab bila tidak akan
timbul permasalahan-permasalahan dal@m nergeri maupun lu-
ar negeri diantaranya :

- - Hubungan Luar Nergeri contoh kassus GSP.

- Masalah ketenapnkerjaan dan perburuthan bisa meng-
renpgu vroses industrialisasi bila tidek ditsnpa-
nl dengan baik.

Contohnya sebentar-sebentar terjadi pemopokan dan
unjuk rasa.

- Berbargal kasus verburuhan selama dalam kepenpurus
an SPSI contohnya banysk buruh yang seolah - olah
kehilanman nepengan setelah terjadi perubahan dn-
ri sektoral ke unitaris. Sepertinya, jika mereksa
menemul kemulitan senkan-akan tidalk tahu kemana
harus mengadu. Sebab mengadu ke SPST belum tentu

yang dilaporl itu tahu masalahnya. Mengapa ?  ka-
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rena misalnya buruh tersebut bekerja di sektor lo-
ram atau kimia sedang yang dilaporl justru mpengu-
rus 5PSI yanpg kebetulan bekera di sektor lain.
Hal ini tidak akan mencavnai Qitik temu, akibatnya
komunikasi tidak intensif. |

Masalah lain yaitu sistim penpgajian yang tidak ba
ik, karena Indonesia belum mempunyai suatu stand-
dart atau sistim venggajian yang lebih adil, mera-
ta dan demokratis, karena tiap-tiavp verusahaan ma-
sih memvunyal verbedaan yang cukuv besar dan kalau
mengacu ke nepara yang sudah lebih maju, sistim
nenmnajiaﬁ itu memiliki standar yang baku.
Inplementasi peraturan vnerundsngan belum -sepenﬁh—
nya dilaksanakan, vroblemnya peraturan dan undang-
undanr, yang ada tidak persis dengan apa yang ter-
tulis, mizalnya neraturan mendirikan serikat buruh
sebafaimana diatur oleh Undang-Undang No. 18 tahun
1956. Undanpg-undang itu merupakan penjelmaan kon-
vensi TLO. no.98 tahun 1947 tentang hak untuk ber-
orpanisasi doan berunding secsra kolektif. Dan kon-
vensd ini sudah diratifikasi oleh DPR dan pemerin-
tah menjadi Undang-Undang. Jadi di Indonesia ini
halk ﬁntuk mendirikan serikat buruh itu ada dan di-
jamin oleh Undang-undanr, hanya saja sulitnya da-
lam 0perdsionalnya, kasus ini banyak dijumpai se-
bagal misal masih banyak verusahaan yang belum me-
miliki organisasi SPST karena penpgusahanya menolak

sementara SPSI dan Depnaker setempat tak bisa ber-
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buat apa-apa. Kalau didesak negara belum memiliki
serikat buruh alasannya macam-macam mulai dari
belum saatnya, verlu penyuluhan dulu dan lain-
lain. Sedanp Depnakernya Jjuga tidak bergerak sec-
kalipun sudah dilaporksn. Mengava ? karena di be-
lakane perusahasn tersebut diantaranya keounyaan-

bapnk-banak, dan lain-lain.

D. Penvelesalan Masalah

Nenean kembalinys struktur organisasi SPST  seba-
ral orsanisasi yane unitaris kembali ke federatif, maka-
masalnh-masalah yanm akan dihaodavi dan harus segera di-
tindak lanjuti adalah :

- Meningkétkan nrofesionalisme di kalangan SPSI de-
ngan maksud organisasi yang baru tersebut harus
mengatur buruh itu sesual dengan asas-asas dan
norma-norma internanional yane diatur oleh konven
si ILO.

- Dalam orranisasi tersebut nerlﬁ dibentuk Unit Lit
bane yanr kuat yang Funany - untulkk mengantisipasi-
verkembanpman industrialisasi dengsan segala asvek-
nya dalam janpgka 10 s/d 25 tahun mendatanr.

~ Orpanisasi: baru ini harus melakuksn pendidikan
dan kaderisasi. |

- Organisasi ini Jjuga harus memiliki devartemen hu-
bungan luar negeri yang kuat. Pertimbangan ini
ditempuh mengingat denartemed luar nereri merupa-

kan salah satu kunci untuk menjagn hubungan baik-
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Denpan

timbul

dan kerjasama dengan organisasi internasional. Se-
lain itu hubunran luar negeri yang kuat Jjupa di~-
perlukan untuk melobi agar jangan sampal terjadi/
terulanes severti neristiwa-peristiwa GSP.

Perlu adenya bantuan don dukunpgan dana yang kuat.
adnnya vnembahasan struktur kemungkinan dampak yang
adalah :

Timbulnya hararan Sense of Belonging terhadav para
pekerja lebih besar karena bila tidak ada penyele
wengan seriknat buruh diatur melaluil garis dindustri
atau sesual dengan lavangan kerjanya, misalnya ka-
lru buruh bekeria g pabrik tokstil, bufuh tarse-
but punya serikat pekerja tekstil dan sebagainya,
Je2di buruh tersebut merana lebih deknt.

System ini lebih profesional, sebapai contoh :pe -
neurus serikat pekerja yane bermerak di bidang per
hotelan misalnya harus tnhu'ﬁeluk beluk hotel itu,
seperti uwang tip, Jam kerja dan lain-lain. Jadi
kesimpulannyas asar terJadi komunikasi yang inten-
2if bila terjadi rerseliasihan perburuvhan penyele -
salannys dapat diatasi secara vorofesional, karena
serikat buruh pabrik tekstil harus diselesaikan
oleh orang tekstil juga dan penpgurus serikat nEe-
kerja tersebut harus tahu masglah tekstil. Karena
itu, kalnu seorang bekerja di pabrik tekstil menja

di pengurus serikat hotel, yang kemungkinan hal

ini tidak ada vpenyelesaian masalah karena tidak

ada titik temu.



- Perubshan akan mendorong térciptanya komunilkasi
yang lebih mudah dan leblh intensif dengan pongile
snha dimana mereka bekarja maksudnya serikat pe-
kerja merhotelan akan lebih bisa berkomunikasi de
nran pimpinan perusahaan hotel.

- Proses penyelesalan masalah akan lebih demokratis
karena semua masalah bisa dimusyawarahkan, baik
musyawarah antar .pekerja sendiri maupun musyawa
rah dengan pengusaha yang Jjuma bergerak di bidang
vang sejenis.

Dari perubahan struktur tersebut keuntunpgan yang diper-
oleh yaitu yanp berkaitan denran hubungan 1uér negeri
adalah orpanisasi serikat buruh akan memiliki Jaringan,
dnlam forum internasionnl, seperti serikst burnuh interna
sional IMF (international metal workers federation) yang
berpusat di Jenewa. Demikian seterusnya untuk tekstil,

verkebunan dan sebagrinya. Organisasi demikisn ditingkat
internasional ini berbeda denpan ILQ, karena bersifat

non goverment. Ormanisani diundnang getahun sekall oleh
I1.0. Denpgan demikian, berorganisasi buruh di bawah SPSI
itu akan memiliki hubungan langsunpg dengan organisasi se
jenis di forum internasional dan mereka bisa fberafilia-
sl dan bekerjasama. Sehingpa dengan kembalinya ke sistem
federasi, SP31 telah memenuhi apa yang disyaratkan kon-
vensi TLO. Dan tentunya SP5T harus membina hubungan yang
bnik dengan lusr negeri dan juga peri) diulangi SPST

harus memiliki departemen luar negeri yang kuat  karena

inl merupakan kuncl untuk menjapa hubungan dan kerjasama
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E.

dengan organisasi buruh internasional selain untuk melo-
bi pemerintah asing agar jangan sampal timbul lagi an-
caman pencabutan GSP senertl yanpg terjadi belakangen

ini .

Langkah-lanpkah/Tindak lanjut

Kalnu kembali ke belakene maka kita perlu bercer-
min dari kegagelan-kegapgalan yanr terjadi misalnya sejak
tahun 198% FBSI berusaha menyatukan federasi-federasi
yang saat itu terkesan terpecah-pecah/terkotak-kotak.
Tetani ini tidak mudah sehingea kemudian ditumbuhkan or-
ranisasi vekerja (8SPSI). Walaupun kemudian tahun 1986,
dibangun sektor~sektor pekerjn, serikat buruh lavangan-
(SPLP) yang melahirkan sektor-smektor dan kenyataannya ti

dalk barialan persoalannya dunia usaha saat itu belum tum

buh berkembang.

Denpgan pertumbuhan dunia usaha yang cukup pesat untuk ma
sa mendatane dimeann kemunskinan-kemungkinan terjadi per-
sainpgan rlobal akan semakin ketat. Maka kita harus ber-
aikap bahwa nara pekerja merupakan aset dunia usaha dan
bukan faktor »nroduksi. Selain itu kita harus mengkait -
kan peningkatan kualitas dengan produktivitas kerja para
nekerjn.

Kita inpgin membanmun pekerja Indonesia yang berkualitas,
maka perlu dikembangkan industrial peace and economic de
velopment, Maksudnya dalam suasana tenteram di tempat be

kerja, kita membangun ekonomi. Syarat-sysrat dari pengem

banman konsen ini adalah



- Hubunpgan antara pengusaha dan pekerjs herus balk
untuk itulah, penpussha harus memahami kondisi-
kondisl pekerja, demikian juga sebaliknya. Jika
ini sudah terbentuk maka tidak akan memperoleh
kendala dalam membangun sektor-sektor organisasi-
tersebut.

- Kita harus belajar dari latar belakang verkembang
an, terutama untuk mendorong kualitas kerja dan
hidup para pekerja dsan bagaimana memperbaiki.per-
lindungnn kerla mereka.

Pekerja sebaral aset dunia usahs maka perlu ditingkatkan
/dibanpgun pekerja Indonesia yang berkwalitas artinya de-
nran kondiri ekonoml yang baik aspirasi para pekerja 19;
bih bisn diperhatikan. Dan bila melihat proyeksi vpertum
buhan ekonoml mendatang, kalau tidak didorong men jadi
suatu orpganisasi pekeria yanes baik, kita tidak bisa suk~
ses untuk berkompetisi dengnn nemara-negara lain. Peker-
Ja-nekerija lkito aknn ketingpalan. Oleh karena itu  harus
dikaji mecara mendalam dengan penuh hatli-hsatli dan strate
mis. Nalam keitan ini, dibutuhkan kesadaran, ketekunan,

kejujuran semun pihak untvk melihat ke devan, dengan mak
sud arar kita bisa mengarah noda terciptanya organisesi
yang sehat. Ada keseimbangan dan keselnrasen pertumbuhan

dunia usaha dan pertumbuhan oreganisasi vekeria itu sen-

diri.
Lanpgkah yang terbaik untuk venyelesaisn masnlah harus di

pertemas lewat perundang-undangan, langkrh~langkah ter-
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F.

sebut diantaranya, sebarail berikut :
.....rena sebaglan besar undang-undang perburuhan di
't Indonesia warisan Belanda.
;;qggé‘?érlﬁ diatur baraimana sistim mengatasi per-
~,.8elinihan, perburuhan. anyék pendavat dari disi-
plin ilmu hukum menyarankan organisasi perburuhan
apat verselisihan perburuhan tidak diselesaikan -
lewat panitia tarpi lewat pengadilan dan ini meru-
lj:pgkan salah satu élternatif yang baik.
- Sedang vosisi wmemerintah dan penpgusaha yang lebih
“kuat keting buruh perlu- ditinjau lagi dan harus
. -ﬁipe}fﬁiki:-boéiéi'buruh mesti diangkat suvaya

sejajar denpgan pemerintah dan pengusaha.

Kegimpulan

1. Denpgan kembalinya SPSI ke bentulk FBSI maka masalah-ma-
salah yanp ada pada masing-masing sektor usaha berbeda
béda, maka orpganisasl sektor ini horus independen.

?. Kebhljakan pemerintah tentang hubungan dengan buruh ma-
ka pemerintah sebaral mitra dari para pekerja, apalagi
denpan demokratisasi dan keterbukasan yang ada maka
perlu dikembangkan suatu pola dialog, dalam hal ini pe
npusaha dan pekerja harus dialor, saling berkomunikasi.
dan berkompromi serta saling mengisi dan melengkapi un
tuk itu sebaiknya wekerja jangan dijadiksn alat vpoli-

tik untuk agitasi dan vropapanda yang telah usang dan

ketinggalan jaman,

Pentingnya vpola di atas dalam era globalisasi perlu di
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kemﬂdngkan, karena jika tidak kita akan kehilangén waktu
dan ketinggalan dengan negara-negara berkémbang lainnya.
Jika langkah ini dilakukan, maka pékerja kita akan pro-
duktif. Dengan produktivitas pekerja tinggl akan menjadi
kompetltif kondisi demikian men jadikan para pengusaha

" tidak memiliki. pamikiran adanya buruh/pekerja murah,

3, Dunia usaha harus mempunyal keunggulan komperatif sumber

daya manugi.a yang trampil dan dapat diarahkan pada duania

usaha industri dan perdagangan.
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